
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR KM 329 TAHUN 2020 

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA 

KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN 

POKOK PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN BIDANG 

AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN SUBBIDANG OPERASI 

DAN PELAYANAN DARAT DI BANDAR UDARA (GROUND OPERATION AND

• SERVICE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum

KETIGA Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 226 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori 

Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok 

Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang 

Aktivitas Kebandarudaraan Subbidang Operasi dan 

Pelayanan Darat di Bandar Udara (Ground Operation And 

Service), perlu dilakukan pemberlakuan oleh Menteri 

Perhubungan;
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Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri 

Perhubungan tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan 

Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas 

Penunjang Angkutan Bidang Aktivitas Kebandarudaraan 

Subbidang Operasi dan Pelayanan Darat di Bandar Udara 

(Ground Operation And Service);

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 258);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2018 

tentang Rencana Induk Pengembangan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

331);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756);

5. Keputusan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor 226 

Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan 

Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas 

Penunjang Angkutan Bidang Aktivitas Kebandarudaraan 

Subbidang Operasi dan Pelayanan Darat di Bandar Udara;
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PEMBERLAKUAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI 

KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGANGKUTAN 

DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK PERGUDANGAN 

DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN BIDANG AKTIVITAS 

KEBANDARUDARAAN SUBBIDANG OPERASI DAN 

PELAYANAN DARAT DI BANDAR UDARA (GROUND OPERATION 

AND SERVICE).

PERTAMA : Memberlakukan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 226 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan 

dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas 

Penunjang Angkutan Bidang Aktivitas Kebandarudaraan 

Subbidang Operasi dan Pelayanan Darat di Bandar Udara 

(Ground Operation And Service).

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib diberlakukan secara 

nasional.

KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan sebagai acuan 

dalam penyelenggaraan sertifikasi di bidang operasi dan 

pelayanan darat di bandar udara.

KEEMPAT : Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum PERTAMA, dilakukan oleh Direktur Jenderal 

Perhubungan Udara.
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KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Ketenagakerjaan;

2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;

3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;

4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;

5. Anggota Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan.


